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Menimbang

Mengingat

a.

REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan
dan belanja negara pada setiap satuan kerja di lingkungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013, perlu
menetapkan Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang

Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Manado.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004




Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang
Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105
Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1481);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas




Menetapkan

KESATU

10.

11,

12.

| Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 682);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 830);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
658).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN
PADA UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

Menetapkan Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri

Manado dengan susunan sebagai berikut:

13

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Nama : Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk,
M.Pd.
NIP : 196104011985032004

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universiyas Negeri Manado.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2. Bendahara Penerimaan
Nama : Richard Haryson Sekeh, S.E.
NIP : 197302082006041001
Pangkat/Golongan : Penata, IIlI/c
Jabatan : Bendahara Penerimaan.

3. Bendahara Pengeluaran
Nama : Kairupan Sonya Yurike Vonny, S.E.
NIP : 197402212009122001
Pangkat/Golongan : Penata, IlI/c
Jabatan : Bendahara Pengeluaran.

Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Pengguna Anggaran.

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan
Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
yang relevan.

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123607 /MPK.A/KU/2020
tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri
Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini berlaku terhitung mulai tanggal 2
Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

REPUBLIK
INDONESIA
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